LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 69 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.oa.

BUPATI KONAWE,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan
penataan kembali organisasi perangkat daerah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan
proporsional sehingga terwujud pemerintahan
yang baik (Good Governance);

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu
disempurnakan kembali dengan memperhatikan
kebutuhan Riil pembentukan Perangkat Daerah;
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b
tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Perubahan.



Mengingat @ 1.

Drmt @ Bag. Hukum @uthor "mén”

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di
Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999  tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3852);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 533,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);



10.

11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004
tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari
menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 103);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah  Kabupaten /  Kota
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12
Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2007 Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan
BUPATI KONAWE



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007
Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Ketentuan Pasal 3 huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
j. Dinas Sosial

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
(1) Dinas Pendidikan terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
iii. Sub Bagian Perencanaan
c. Bidang-bidang :
i. Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan (PMPTK)
1. Seksi Kompetensi dan Pengembangan Karir

. Seksi Penghargaan, Perlindungan dan Kesejahteraan
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
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ii. Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS) dan Prasekolah
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Prasekolah
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan
Prasekolah
3. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar dan Prasekolah
iii. Bidang Pendidikan Menengah (DIKMEN)
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
3. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah
iv. Bidang Pendidikan Non Formal
1. Seksi Pendidikan Kesetaraan
2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
3. Seksi Pembinaan Kursus Kelembagaan dan Gender
d. Jabatan Fungsional

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
(3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat
i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

c. Bidang-bidang
i. Bidang Perencanaan, Penempatan Tenaga Kerja,

Perluasan Kerja dan Pelatihan Produktifitas Tenaga

Kerja ) .

1. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Keria
Datlam Negeni

2. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Luar Negeri dan Pengerahan Jasa TKI

3. Seksi Pelatihan dan Pembinaan Produktifitas
Tenaga Kerja



ii. Bidang Pengembangan, Pengawasan Ketenagakerjaan,
Hubungan Industrial dan Jamsosotek
1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur
dan Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jamsostek
3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja
iii. Bidang Persiapan Penempatan Transmigrasi dan
Penataan Pemukiman Penduduk Setempat
1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan
2. Seksi Pengarahan dan Fasilitas Perpindahan
Transmigrasi
3. Seksi Promosi, Investasi dan Kemitraan
iv. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi
1. Seksi Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan
Pengawasan

2. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur
3. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
Transmigrasi
d. Jabatan Fungsional

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (9) huruf c diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
(9) Dinas Pertanian terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
c. Bidang-bidang
i. Bidang Pengembangan Lahan dan Air
1. Seksi Pengolahan dan Perluasan Areal
2. Seksi Pengelolaan Air dan Konservasi
3. Seksi Sarana dan Prasarana
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ii. Bidang Produksi Tanaman Pangan

1. Seksi Serealia

2. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian

3. Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman Pangan
iii. Bidang Produksi Perkebunan

1. Seksi Pengembangan dan Budidaya Perkebunan

2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan

3. Seksi Perlindungan Tanaman
iv. Bidang Produksi Hortikultura

1. Seksi Tanaman Buah dan Hias

2. Seksi Sayuran dan Biofarmaka

3. Seksi Sarana dan  Perlindungan  Tanaman

Hortikultura

v. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

1. Seksi Sarana Pengolahan Hasil

2. Seksi Pelayanan Usaha dan Mutu Hasil

3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil
vi. Bidang Produksi Peternakan

1. Seksi Perbibitan Ternak

2. Seksi Penyebaran Ternak

3. Seksi Pakan Ternak
vii. Bidang Kesehatan Hewan

1. Seksi Pengobatan Penyakit Hewan

2. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

d. Jabatan Fungsional

6. Ketentuan Pasal 5 ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
(10) Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretanat
i.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ii.  Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
iii.  Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan



c. Bidang-bidang
i. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

s

2.

3.

He

iii.

v.

Seksi Pengumpulan, Pengelolaan Sumber Dana
Sosial dan Pengawasan Panti Sosial
Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan
Pekerja Migran
Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan
Bencana Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin

2. Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga

3.Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat

Terpencil

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

1. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang

Cacat

3. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

1. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Karang

Taruna
2. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Masyarakat dan Kemitraan
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial

d. Jabatan Fungsional

7. Bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I,
IV, X dan X! Peraturan Daerah ini.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 26 Juni 2009
BUPATI KONAWE,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
T.T.D
MUSTARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2009 NOMOR : 69

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUMBETDA KAB. KONAWE,

H. ARIF BADI\ SH
NIP. 19590205 199303 1 002




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN 1I : PERATURAN DAERAH KAB. KONAWE
DINAS PENDIDIKAN

NOMOR © 05 TAHUN 2009
KAB. KONAWE TANGGAL : 26 JUNI 2009

KEPALA DINAS

JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
l |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
e s
KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN
1 I | 1
BIDANG
PENGENDALIAN MUTU BIDANG BIDANG BIDANG
PENDIDIKAN & TENAGA PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN
KEPENDIDIKAN (PMPTK) ; (DIKDAS) & PRASEKOLAH (DIKMEN) NON FORMAL
|
|
SEKSI S
KOMPETENSI & - SEKST - L _ BRIEL SEKSI
PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKDAS el 5!\, T PENDIDIKAN
KARIR & PRASEKOLAH PENDIDIKAN MENENGA KESETARAAN
SEKSI SEKSI o
PENGHARGAAN, SARANA & PRASARANA _ RS SEKSI
PERLINDUNGAN & [ PENDIDIKAN DASAR & | - )‘1};’1‘1\1}\‘%\1 *\{1;5\;}{\\(\\‘“ L | PENDIDIKAN ANAK
KESEJAHTERAAN PRASEKOLAH BENDIITSAD MENENGS USIA DINI
SEKSI SEKSI SEKSI i .
EVALUASI & - KESISWAAN PENDIDIKAN = — KESISWAAN — PEMBINAAN KURSUS
PELAPORAN DASAR & PRASEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH }\I“I'?;['}:l\)(l;*‘:{“ &
UNTUK SALINAN i .
DISALIN SESUAl DENGAN ASLINYA UPTD BUPATI KONAWE,

T.T.D

- H. LUKMAN ABUNAWAS
NIP. 19590205 199303 1 002



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KAB. KONAWE

LAMPIRAN IV : PERATU

RAN DAERAH KAB. KONAWE

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 26 JUNI 2009
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
T
| [ I
| SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM & KEUANGAN & PENY. PROGRAM
KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN & PELAPORAN
[ [ [ |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN, PENEMPATAN PEMB., PENGAW., PERSIAPAN PENEMPATAN PEMBINAAN &
TK, PERLUASAN KERJA & KETENAGAKERJAAN & TRANS. & PENATAAN PENGEMBANGAN

PELATIHAN PRODUKTIFITAS
TENAGA KERJA

SEKSI
PEMBINAAN & PENEMPATAN
TENAGA KERJA DALAM
NEGERI

SEKSI
PEMBINAAN & PENEMPATAN
TENAGA KERJA LUARNEGERI &
PENGERAHAN JASA TKI

SEKSI
PELATIHAN & PEMBINAAN
PRODUKTIFITAS
TENAGA KERJA

HUB. INDUSTRIAL &
JAMSOSTEK

SEKSI
PERENC., SDM APARATUR &
PENGAWASAN
KETENAGA KERJAAN

SEKSI
PEMBINAAN HUB.
INDUSTRIAL & JAMSOSTEK

SEKSI
PEMBINAAN & PENGAWASAN
TENAGA KERJA

UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

KABAG. HUKU

ETDA KAB. KONAWE,

H. ARIF BADI,SH

NIP. 19590205 199303 1 002

PEMUKIMAN PENDUDUK
SETEMPAT

KAWASAN TRANS

SEKSI
PENYIAPAN PEMUKIMAN
& PENEMPATAN

- KEBLJAKAN, PERENCANAAN,
PEMBIN.

SEKSI

AAN & PENGAWASAN

SEKSI
PENGARAHAN & FASILITAS
PERPINDAHAN TRANS.

PEMBINAAN SDM

SEKSI

APARATUR

SEKSI
PROMOSI, INVESTASI &
KEMITRAAN

= PEN

KAWASAN TRANS.

SEKSI
GEMB. MASY. &

UPTD

BUPATI KONAWE,

TT. D

H LUKMAN ABUNAWAS




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

LAMPIRAN X: PERATURAN DAERAH KAB. KONAWE

DINAS PERTANIAN NOMOR TAHUN 2009
KAB. KONAWE TANGGAL JUNI 2009
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
L i
SUB BAGIAN SUB BAGIAN ! SUB BAGIAN
UMUM & KEUANGAN & { PENY. PROGRAM
KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN | & PELAPORAN
o | £l | I I e
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN PRODUKSI PRODUKSI PRODUKSI PENGOLAHAN & PRODUKSI KESEHATAN
LAHAN & AIR TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN HORTIKULTURA PEMASARAN HASIL PETERNAKAN HEWAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKS!
PENGOLAHAN & SEREALIA PENGEMBANGAN & L —  TANAMAN BUAH & SARANA — PERBIBITAN TERNAK PENGOBATAN
PERLUASAN AREAL S BUDIDAY A FERKEBLNAN HIAS PENGOLAIAN HASIL PENY AKIT HEWAN
SEKSI SEKSI SERSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGOLAHAN AIR & KACANG-KACANGAN SARANA & PRASARANA || — SAYURAN & PELAY ANAN USAHA - PENYEBARAN PENGENDALIAN
KONSERVASI & UMBI-UMBIAN PERKEBUNAN BIOFARMAKA & MUTU HASIL TERNAK PENY AKIT HEWAN
SEKSI SEKSI SEKSI | SEKSI SEKSI L | SEKSI L SEKSI o
SARANA & SARANA & PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN | SARANA & PERLINDUNGAN PROMOSI & PAKAN TERNAK KESEHATAN MASYARAKAT
PRASARANA TANAMAN PANGAN TANAMAN TANAMAN HORTIKULTURA PEMASARAN HASIL VETERINER
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
. UPTD

H. ARIF BADI,\SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

TT.D

H. LUKMAN ABUNAWAS




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH KAB. KONAWE
DINAS SOSIAL

PENGUMPULAN,
PENGELOLAAN SUMBER
DANA SOSIAL &
PENGAWASAN PANTI SOSIAL

PEMBERDAYAAN =
SOSIAL KELUARGA
MISKIN

SEKSI
BANTUAN SOSIAL KORBAN
TINDAK KEKERASAN &
PEKERJA MIGRAN

SEKSI
PEMBERDAYAAN
SOSTAL PERAN ]
KETTUJARGA

SEKSI
BANTUAN SOSTAL KORBAN
BENCANA ALAM &

SEKSI

PEMBERDAY AAN L
SOSIAL KOMUNITAS

PELAY ANAN
REHABILITASI SOSIAL
TUNA SOSIAL

SEKSI
PELAY ANAN
REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG CACAT

SEKSI
PELAYANAN SOSIAL

NOMOR - 05 TAHUN 2009
KAB. KONAWE TANGGAL : 26 JUNI 2009
KEPALA DINAS
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
| 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM & KEUANGAN & PENY. PROGRAM
KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN & PELAPORAN
| [ 1 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BANTUAN & PEMBERDAYAAN PELAYANAN & . PEMBERDAY AAN
JAMINAN SOSIAL SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RELESLIRGeR N St
SEKSI SEKSI SEKSI

SEKSI

- PEMBERDAY AAN

ORGANISASI SOSIAL &
KARANG TARUNA

SEKSI
PENBERDAYAAN TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT &
KEMITRAAN

SEKSI
KEPAHLAWANAN,
KEPERINTISAN &

ANAK & LANJUT USIA SR T ives tan o R
BENCANA SOSIAL ADAT TERPENCIL, KESETIAKAWANAN SOSIAL
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUB DENGAN ASLINYA

UPTD BUPATI KONAWE,

KABAG. HUKUM BETDA KAB. KONAWE,

T.T.D

H. ARIF BADR SH

NIP. 19590205 199303 1 00?2 H. LUKMAN ABUNAWAS





